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Abstract

This study aims to formulate policies for regulating asset forfeiture
from corruption crimes in ius constitutum or positive law in Indonesia
and formulate policies for requlating asset forfeiture from corruption
Keywords: crimes in ius constituendum or future law in Indonesia. The method
Asset forfeiture, Corruption used in this study is normative legal research method. The results show
and Formulative policy that the formulative policy of asset forfeiture in positive law in Indone-
sia is still regulated in general and broadly in the Criminal Code, Law
No. 20 of 2001 jo. Law No. 31 of 1999 on the Eradication of Corrup-
tion and Law No. 8 of 2010 on the Prevention and Eradication of Mon-
ey Laundering. In addition, it is also regulated in PERJA Number:
013/A/JA/06/2014 concerning Asset Recovery, PERJA Number: PER-
027/ A/JA/10/2014 concerning Guidelines for Asset Recovery and
PERJA Number: 7 of 2020 concerning the Second Amendment to the
Regulation of the Attorney General Number: Per-027/A/|A/10/ 2014
concerning Guidelines for Asset Recovery.
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Kebijakan formulatif, Penelitian ini bertujuan untuk kebijakan formulatif pengaturan per-
Korupsi, dan Perampasan ampasan aset yang berasal dari tindak pidana korupsi dalam ius con-
aset stitutum atau hukum positif di Indonesia dan kebijakan Formulatif
pengaturan perampasan aset yang berasal dari tindak pidana korupsi
dalam ius constituendum atau hukum yang akan datang di Indonesia.
Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode penelitian
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1. Pendahuluan

Korupsi merupakan tindakan yang ti-
dak bermoral dan untuk memperoleh suatu
metode melakukan tindakan pencurian dan
penipuan (Bayuaji, 2019: 65; Yanto et al.,
2020; Riski et al., 2021; Auliya & Setiyono,
2021; dan Susetyo, 2022). Menurut data
Transparency Internasional, Indonesia memi-
liki indeks persepsi korupsi (IPK) tahun
2021 pada posisi berada di peringkat 96 da-
ri 180 negara. Perkembangan teknologi dan
tindakan korupsi menyebabkan semakin
rumit dan kompleks penyelesaiannya (Am
boro & Fandias, 2014; Wibawa, 2018; Yani
& Darmayanti, 2021; Riski et al., 2021; dan
Rahayu et al., 2021). Salah satunya adalah
aturan didalam Kitab Undang-Undang Hu-
kum Acara Pidana (KUHAP), tercantum a-
sas acusatoir, yang menempatkan tersangka
atau terdakwa sebagai subyek dalam peme-
riksaan perkara pidana (Bayuaji, 2019: 6).

Syed Hussein Alatas berpendapat
bahwa korupsi merupakan penyalah-guna-
an amanah untuk kepentingan pribadi (Ba-
yuaji, 2019: 67). Tindak pidana pencucian
uang atau dikenal dengan istilah Money
Laundering kejahatan asal yang meng-
hasilkan uang yang dikemudian dilakukan
proses pencucian (Suhartoyo, 2009: 92).

Pencucian uang diatur di beberapa
peraturan yaitu Pasal 1 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pe-
ncegahan Dan Pemberantasan Tindak Pi-
dana Pencucian Uang. Disamping itu Un-
dang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Un-
dang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ten-
tang Pemberantasan Tindak Pidana Ko-
rupsi. Selanjutnya Pasal 35 ayat (1) Un-
dang-undang Nomor 17 Tahun 2003 ten-
tang keuangan negara: mengatur tentang u-
paya penyelesaian pengembalian kerugian
negara yang diambil oleh pelaku tindak pi-
dana korupsi. Kemudian diatur dalam UU
Tipikor yang dalam kenyataannya masih
menghadapi kendala baik pada tataran
prosedur maupun pada tataran teknis di la-
pangan. Dalam penanggulangan tindak pi-

dana korupsi selain Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK), Kepolisian dan Kejaksaan
sebagaimana ditegaskan dalam Undang
Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Ke-
jaksaan Republik Indonesia. Peran KPK dan
diupayakan agar tidak terjadi tumpang tin-
dih kewenangan dengan berbagai instansi
tersebut (Undang-undang Nomor 30 Tahun
2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tin-
dak Pidana Korupsi).

Dalam hal perampasan harta kekaya-
an yang telah dialihkan oleh pihak ketiga
tentunya harus ada putusan pengadilan
yang telah memiliki kekuatan. Berdasarkan
perlindungan hukum pada pasal 19 Un-
dang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 seba-
gaimana diubah dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberan-
tasan Tindak Pidana Korupsi, diberikan u-
paya terhadap pihak-pihak yang merasa di-
rugikan atas tindakan perampasan aset ter-
sebut untuk melakukan keberatan dengan
cara melakukan pembuktian terbalik bah-
wa dirinya benar-benar pihak yang berhak
atas aset tersebut.

Salah satu cara pengalihan kepada pi-
hak ketiga selain pelaku tindak pidana ya-
itu dengan berbagai modus tersebut juga ti-
dak dapat dipungkiri aset yang diduga dari
hasil korupsi telah dilakukan jual beli oleh
pelaku tindak pidana kepada pihak ketiga
atau pihak lain dengan membuat akta peja-
bat yang berwenang yaitu melalui Akta Ju-
al Beli (AJB) yang salah satunya dikeluar-
kan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT). Jika dilihat dari proses dan syarat
untuk melakukan jual beli tersebut tidak a-
da yang bermasalah atau melanggar ke-
tentuan hukum, syarat untuk membuat AJB
tersebut telah terpenuhi. Yang jadi perma-
salahan setelah proses jual beli dilakukan
atau ditandai dengan adanya penyerahan
(levering) yaitu perpindahan antara pemilik
yang satu kepada pemilik lainya secara sah,
obyek yaitu dalam hal ini tanah, rumah a-
tau aset yang diperjanjikan akan diserahkan
disita oleh negara karena diduga diperoleh
dari hasil tindak pidana korupsi dan pen-
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cucian uang yang dilakukan oleh pihak
penjual selaku pelaku tindak pidana korup-
si.

Berdasarkan uraian latar belakang di
atas, maka ada beberapa yang dikaji yaitu
tentang kebijakan formulatif pengaturan
perampasan aset yang berasal dari tindak
pidana korupsi dalam ius constitutum atau
hukum positif di Indonesia dan kebijakan
Formulatif pengaturan perampasan aset
yang berasal dari tindak pidana korupsi
dalam ius constituendum atau hukum yang
akan datang di Indonesia

2. Metode

Metode yang digunakan dalam kajian
ini adalah metode penelitian hukum nor-
matif karena mengkaji dan menanalisis ke-
bijakan formulatif pengaturan perampasan
aset yang berasal dari tindak pidana ko-
rupsi dalam ius constitutum atau hukum po-
sitif di Indonesia dan kebijakan Formulatif
dalam ius constituendum atau hukum yang
akan datang di Indonesia.

Jenis pendekatan yang digunakan ada-
lah menggunakan pendekatan undang un-
dang dan konseptual. Pendekatan ini berda-
sarkan pada pandangan-pandangan dan
doktrin yang berkembang di dalam ilmu
hukum itu sendiri.

3. Hasil dan Pembahasan

Kebijakan formulatif pengaturan perampa-
san aset yang berasal dari tindak pidana
korupsi dalam ius constitutum atau hukum
positif di Indonesia

Kebijakan kriminalisasi merupakan ba-
gian dari kebijakan kriminal (criminal policy)
dengan menggunakan sarana hukum pidana
(penal) sehingga termasuk bagian dari kebi-
jakan hukum pidana (penal policy) (Arief,
2006: 20). Disamping itu kebijakan penal ju-
ga membutuhkan pendekatan komprehensif
dari berbagai disiplin sosial lainnya dan
pendekatan integral yang sejalan dengan

kebijakan sosial atau kebijakan pembangun-
an nasional (Muladi, 1991). Disamping itu
merupakan bagian integral dari usaha per-
lindungan masyarakat (social welfare) dan
anatra lain adalah Kebijakan atau politik
hukum pidana juga merupakan bagian inte-
gral dari kebijakan politik sosial (social poli-
cy). kebijakan hukum pidana dapat menca-
kup ruang lingkup kebijakan di bidang hu-
kum pidana materiil, di bidang hukum pi-
dana formil dan di bidang hukum pelak-
sanaan pidana (Arief, 2008).

Pendapat Marc Ancel yang dikutip oleh
Arief (2008) yang menyebutkan bahwa "pe-
nal policy" adalah suatu ilmu sekaligus seni
yang pada akhirnya mempunyai tujuan
praktis untuk memungkinkan peraturan hu-
kum positif dirumuskan secara lebih baik
dan untuk memberi pedoman tidak hanya
kepada pembuat undang-undang, tetapi ju-
ga kepada pengadilan yang menerapkan un-
dang-undang dan juga kepada para penye-
lenggara atau pelaksana Putusan Pengadilan
(Arief, 2008: 23). Selanjutnya dinyatakan o-
lehnya (Arief, 2010). "untuk me-nghasilkan
suatu kebijakan pidana yang realistik, dan
berpikiran maju (progresif) lagi sehat”.

Menurut Arief (2008), upaya melaku-
kan pembaharuan hukum pidana (penal re-
form) pada hakekatnya termasuk bidang "pe-
nal policy" yang merupakan bagian dan
terkait erat dengan "law enforcement policy”,
"criminal policy" dan "social policy". Ini berarti,
pembaharuan hukum pidana pada haki-
katnya (Arief, 2008: 29): Dilihat dari sudut-
su-dut pendekatan-kebijakan: a) Sebagai ba-
gian dari kebijakan sosial dalam rangka me-
ncapai/menunjang tujuan nasional (kesejah-
teraan masyarakat dan sebagainya). b) Se-
bagai bagian dari kebi-jakan kriminal, upaya
penanggulangan kejahatan). c) Sebagai bagi-
an dari kebijakan penegakan hukum, pem-
baruan hukum pidana pada hakikatnya me-
rupakan bagian dari kebijakan (upaya ra-
sional) untuk memperbaharui substansi hu-
kum (legal substance) Kebijakan penal yang
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bersifat represif, namun sebenarnya juga
mengandung unsur preventif, karena de-
ngan adanya ancaman dan penjatuhan pida-
na terhadap delik, diharapkan ada efek pen-
cegahan/penangkal (deterrent effect)nya. Pen-
cegahan dan penanggulangan kejahatan de-
ngan sarana “penal” merupakan “penal poli-
cy” atau “penal law enforcement policy” yang
fungsionalisasi/ operasionalisasinya melalui
beberapa tahap (Arief, 2008): Tahapan i-tu
adalah Tahap formulasi (kebijakan legis-
latif); Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif);
dan Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif).
Dengan adanya tahap formulasi maka upaya
pencegahan dan penanggulangan kejahatan
bukan hanya tugas aparat penegak/penerap
hukum, tetapi juga aparat pembuat hukum;
bahkan kebijakan legislatif merupakan tahap
paling strategis dari penal policy. Karena itu,
kesalahan/kelemahan kebijakan legislatif
merupakan kesalahan strategis yang dapat
menjadi penghambat upaya pence-gahan
dan penanggulangan kejahatan pada ta-hap
aplikasi dan eksekusi.

Kebijakan hukum pidana (penal policy)
pada hakikatnya juga merupakan kebijakan
penegakan hukum pidana. Kebijakan pene-
gakan hukum pidana merupakan serang-
kaian proses yang terdiri dari tiga tahap ke-
bijakan, yaitu: 1) Tahap pertama, tahap ke-
bijakan formulatif atau tahap kebijakan leg-
islatif, yaitu tahap penyusunan/perumusan
hukum pidana. 2). Tahap kedua, tahap ke-
bijakan yudikatif/aplikatif, yaitu tahap pen-
erapan hukum pidana. Tahap ketiga, tahap
kebijakan administrasi/ eksekutif yaitu ta-
hap pelaksanaan/ eksekusi hukum pidana.
Pada tahap kebijakan legislatif ditetapkan
sistem pemidanaan, pada hakikatnya sistem
pemidanaan itu merupakan system kewe-
nangan/ kekuasaan menjatuhkan pidana.

Kesalahan/kelemahan pada tahap ke-
bijakan legislasi/formulasi merupakan kesa-
lahan strategis yang dapat menjadi peng-
hambat upaya penegakan hukum “in concre-
to”. Kebijakan strategis memberikan landas-
an, arah, substansi, dan batasan kewenangan
dalam penegakan hukum yang akan dilaku-

kan oleh pengemban kewenangan yudikatif
maupun eksekutif. Posisi strategis tersebut
membawa konsekuensi bahwa, kelemahan
kebijakan formulasi hukum pidana akan
berpengaruh pada kebijakan penegakan hu-
kum pidana dan kebijakan penanggulangan
kejahatan (Arief, 2010).

Pengembalian aset hasil tindak pidana
korupsi dalam hukum positif adalah sistem
penegakan hukum yang dilakukan oleh ne-
gara sebagai korban tindak pidana korupsi
untuk mencabut, merampas, menghilangkan
hak atas aset hasil tindak pidana korupsi
melalui rangkaian proses dan mekanisme,
baik secara pidana dan perdata

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999, dijelaskan bahwa pengembalian
kerugian negara atau perekonomian negara
tidak akan menghapuskan pidana pelaku
tindak pidana sebagaimana dimaksud da-
lam Pasal 2 dan Pasal 3. Meskipun begitu
dalam Penjelasan Pasal 4 disebutkan bahwa
pengembalian keuangan atau perekonomian
negara merupakan salah satu faktor yang
meringankan pidana yang dapat dijatuhkan
kepada pelaku tindak pidana korupsi.

Selanjutnya dalam Peraturan Penguasa
Perang Pusat Nomor: PRT/ PEPERPU/013/
1958 tentang Pengusutan, Penuntutan dan
Pemeriksaan Perbuatan Korupsi dan Pem-
ilikan Harta Benda (Suprabowo, 2016). Dis-
am-ping itu diatur juga pada Peraturan Pe-
merintah Pengganti Undang-Undang No-
mor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Pe-
nuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana
Korupsi. Undang-Undang Nomor 3 Tahun
1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi, memberikan kewenangan kepada
Hakim untuk melakukan perampasan aset
dengan putusan Pengadilan dapat memu-
tuskan perampasan barang-barang yang te-
lah disita (Suprabowo, 2016: 4-5). Penyitaan
wajib dilakukan penyidik berdasarkan surat
izin Ketua Pengadilan Negeri setempat (Pa-
sal 38 ayat (1) KUHAP. KUHAP merinci ba-
rang yang dapat dilakukan penyitaan, yaitu
sebagai berikut: 1) benda atau tagihan ter-
sangka atau terdakwa yang seluruh atau se-
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bagian diduga diperoleh dari tindak pidana
atau sebagian hasil dari tindak pidana; 2)
benda yang telah dipergunakan secara lang-
sung untuk melakukan tindak pidana atau
untuk mempersiapkannya; 3) benda yang
dipergunakan untuk menghalang-halangi
penyelidikan tindak pidana; 4) benda yang
khusus dibuat atau diperuntukkan melaku-
kan tindak pidana; dan 5) benda lain yang
mempunyai hubungan langsung dengan tin-
dak pidana yang dilakukan.

Dalam usaha untuk optimalisasi pe-
ngembalian aset hasil tindak pidana korupsi,
UU Tipikor mengakomodir pembuktian ter-
balik. Oleh terdakwa tersebut adalah bentuk
penyimpangan dalam KUHAP. Konstruksi
ketentuan pasal 32 ayat 1 ini banyak men-
imbulkan problematika. Salah satu yang e-
sensial adalah tidak jelasnya status dari o-
rang yang digugat perdata tersebut apakah
sebagai pelaku, tersangka atau terdakwa
(Suprabowo, 2016: 19).

Apabila mengikuti alur polarisasi pe-
mikiran pembentuk Undang-Undang maka
berkas hasil penyidikan yang diserahkan ke-
pada Jaksa negara melalui Jaksa Pengacara
Negara membuktikan tentang adanya keru-
gian negara tersebut berdasarkan alat-alat
bukti sebagaimana ketentuan Pasal 164 HIR,
284 RBg dan Pasal 1866 Kitab Undang-un-
dang Hukum Perdata (KUHP) ((Suprabowo,
2016).

Di dalam UU Tipikor, jika setelah pu-
tusan pengadilan telah memperoleh kekuat-
an hukum tetap, namun diketahui masih a-
da harta benda milik terpidana yang diduga
atau patut diduga juga berasal dari tindak
pidana korupsi yang belum dikenakan per-
ampasan untuk negara (sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 38 B ayat (2)), maka
negara dapat melakukan gugatan perdata
terhadap terpidana dan atau ahli warisnya
(Pasal 38 C). Dasar pemikiran dalam aturan
yang terkandung dalam Pasal ini adalah un-
tuk memenuhi rasa keadilan masyarakat
terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang

menyembunyikan harta benda yang diduga
atau patut diduga berasal dari tindak pidana
korupsi.

Lebih lanjut dalam Pasal 30 ayat (2)
sudah jelas tertera tugas dan wewenang lain
selain dalam bidang pidana yaitu tugas dan
wewenang Kejaksaan dalam bidang perdata
dan tata usaha negara. Jaksa pengacara ne-
gara dalam pengembalian keuangan dan a-
tau aset negara hasil tindak pidana korupsi
maupun atas dasar kerugian keperdataan
merupakan kegiatan jaksa dalam bidang
bantuan hukum yang diperuntukkan kepa-
da instansi pemerintah atau lembaga negara,
BUMN/BUMD dalam kedudukan selaku
penggugat. Jaksa mewakili pemerintah/ BU-
MN/BUMD menggugat pihak lain baik
swasta maupun masyarakat yang berkaitan
dengan perdata, pendapatan/kekayaan ne-
gara/daerah atau pemulihan hak-hak demi
kesejahteraan rakyat (Busro, 2011).

Penggunaan instrumen perdata oleh
Jaksa Pengacara Negara dalam pengemba-
lian kerugian keuangan negara mengakibat-
kan prosedur pengembalian aset sepenuh-
nya tunduk kepada ketentuan hukum per-
data yang berlaku, baik materiil maupun
formil. Hubungan antara aset-aset dengan
seseorang, apakah ia pelaku atau bukan pe-
laku tindak pidana, diatur dalam hukum
kebendaan yang masuk dalam wilayah hu-
kum perdata. Dengan meletakkan tanggung
jawab perdata kepada pelaku tindak pidana
korupsi dan ahli warisnya diharapkan keru-
gian keuangan negara yang terjadi akibat
perbuatan tersebut dapat dikembalikan se-
utuhnya dan sekaligus merupakan shock the-
rapy bagi calon-calon koruptor lainnya ka-
rena jika koruptor tersebut meninggal dunia
sebelum ia sempat melunasi dan mengem-
balikan uang negara yang dikorupsinya ma-
ka pelunasannya masih dapat dituntut ke-
pada ahli warisnya (Zebua et al., 2008).

Namun ketentuan dalam Undang-Un-
dang Tipikor juga belum maksimal karena
proses perdata menganut sistem pembuk-
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tian formil yang dalam prakteknya bisa lebih
sulit daripada pembuktikan materiil. De-
ngan demikian penerapan perampasan aset
berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Ta-
hun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pi-
dana Korupsi sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001 belum berhasil secara maksimal untuk
mengembalikan kerugian keuangan negara
sehingga diperlukan suatu alternatif kebi-
jakan hukum dalam upaya pengembalian
kerugian keuangan Negara, antara lain pen-
gadopsian ketentuan perampasan aset tanpa
tuntutan pidana sesuai dengan Konvensi
PBB Anti Korupsi Tahun 2003 dengan me-
lakukan beberapa penyesuaian dengan kon-
disi yang ada dalam sistem hukum di Indo-
nesia.

Selain Undang-Undang sebagaimana
tersebut diatas, Perampasan aset juga diatur
dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-
013/A/JA/06/2014 tentang Pemulihan A-
set, Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-
27/A/JA/06/2014 tentang Pedoman Pemu-
lihan Aset dan Peraturan Jaksa Agung No-
mor: 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ke-
dua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor:
Per-027/A/Ja/10/2014 Tentang Pedoman
Pemulihan Aset.

Dalam Peraturan Jaksa Agung terse-
but, perampasan aset menggunakan nomen-
Klatur istilah “Pemulihan Aset” yang mem-
punyai makna: proses yang meliputi pene-
lusuran, pengamanan, pemeliharaan, peram-
pasan, pengembalian, dan pelepasan aset
tindak pidana atau barang milik Negara
yang dikuasai pihak lain kepada korban
atau yang berhak pada setiap tahap pene-
gakan hukum.

Sangat disadari bahwa dalam strategi
pemberantasan korupsi, upaya pemidanaan
bukan merupakan satu-satunya jalan efektif,
tetapi perlu disusun strategi yang lebih pro-
gresif. Pidana penjara yang merupakan jenis
pidana pokok yang paling popular di antara
pidana pokok lainnya (berdasarkan Pasal 10
KUHP) memang dapat memberi pemba-
lasan kepada para terpidana atas tindak pi-

dana korupsi yang terbukti dilakukannya.
Akan tetapi, pidana penjara tidak selalu me-
nyelesaikan masalah, malah dapat menim-
bulkan masalah seperti over capacity, ketid-
akjeraan koruptor, dan kerugian negara tid-
ak kunjung terselesaikan. Konsep tujuan pe-
midanaan yang berkembang selama ini di-
anggap memiliki berbagai kelemahan teru-
tama karena dianggap sama sekali tidak me-
mberikan keuntungan apapun bagi korban
dan masyarakat.

Menurut Mulder salah satu dimensi
dalam kebijakan hukum pidana adalah se-
berapa jauh kebijakan hukum pidana yang
berlaku perlu diubah/diperbarui. Berdasar-
kan penjelasan sebelumnya, terlihat bahwa
Indonesia telah memiliki pengaturan tersen-
diri mengenai perampasan aset secara u-
mum yang terdapat dalam KUHAP dan
perampasan aset secara khusus seperti yang
diatur dalam UU Tipikor dan PERJA bagi
tindak pidana korupsi. Namun, ketentuan
hukum yang ada dari uraian diatas, dirasa-
kan belum cukup bagi upaya perampasan
aset hasil tindak pidana korupsi yang di-
kuasai oleh pelaku tindak pidana korupsi,
disembunyikan oleh pelaku tindak pidana
korupsi maupun yang telah dialihkan ke-
pada pihak ketiga oleh pelaku tindak pidana
korupsi. Sebab tidak cukup efektifnya ke-
tentuan tersebut guna melakukan perampa-
san aset hasil tindak pidana korupsi, sehing-
ga aset hasil tindak pidana korupsi yang
berhasil dirampas untuk mengganti keru-
gian keuangan negara belum kelihatan hasil
yang menggembirakan dan maksimal.

Bahwa selain mekanisme pidana, di-
sediakan juga mekanisme perdata dalam
Undang-Undang Tipikor, sayangnya karena
terdapat dalam Undang-Undang Tipikor,
objek pengaturan dalam perampasan aset
menggunakan mekanisme perdata hanya
terbatas pada tindak pidana korupsi saja.
Pada tindak pidana lain yang terdapat unsur
kerugian ekonomi Negara akibat ulah pela-
ku tindak pidana korupsi yang di dalamnya
belum dapat dilakukan perampasan aset de-
ngan menggunakan mekanisme perdata ka-
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rena belum ada peraturan tertulis yang de-
tail dan rinci mengaturnya, kecuali menem-
puh jalur perdata sendiri setelah perkara
pidana Incracht. Hal ini dapat disimpulkan
bahwa perlu dilakukan perubahan atau me-
lahirkan aturan baru menegnai perampasan
aset dari hasil tindak pidana korupsi yang
ada di Indonesia, sehingga hal-hal yang te-
lah diuraikan diatas, di kemudian hari tidak
menjadi kesulitan dan hambatan dalam u-
paya perampasan aset hasil tindak pidana
korupsi yang ada di Indonesia.

Berdasarkan dimensi pertama dalam
kebijakan hukum pidana menurut Mulder,
cara atau metode perampasan aset pelaku
tindak pidana korupsi yang berlaku dalam
sistem hukum di Indonesia perlu mengalami
perubahan mengenai perampasan aset pela-
ku tindak pidana korupsi. Perubahan terse-
but dapat dilakukan dengan melakukan pe-
rubahan sistem perampasan aset sehingga
dapat dicapai hasil yang maksimal dalam
usaha untuk merampas aset hasil tindak pi-
dana korupsi di Indonesia. Perubahan meto-
de tersebut sangat penting mengingat de-
ngan adanya metode perampasan aset yang
efektif, maka diharapkan angka terjadinya
tindak pidana korupsi dapat ditekan dan ke-
rugian yang ditimbulkan oleh pelaku tindak
pidana korupsi dapat dikembalikan kepada
pihak yang berhak atau dikembalikan kepa-
da negara untuk mengganti kerugian keu-
angan negara.

Perubahan metode tersebut dapat me-
njadi jawaban sekaligus jalan keluar bagi
kelemahan peraturan hukum tentang per-
ampasan aset yang berlaku di dalam sistem
hukum di Indonesia saat ini yaitu ketidak-
jelasan proses dari tiap-tiap tahap penegak-
an hukum, memerlukan jangka waktu pe-
nyelesaian yang lama apabila saat eksekusi
dalam pelaksanaannya membutuhkan pu-
tusan yang berkekuatan hukum tetap ter-
lebih dahulu, mekanisme penyitaan yang
sangat kaku, paradigma penyelesaian perka-
ra yang hanya menitik beratkan pada pelaku

tindak pidana korupsi saja dan tersedianya
metode subsidair.

Kebijakan Formulatif Pengaturan Peram-
pasan Aset Yang Berasal Dari Tindak Pi-
dana Korupsi Dalam Ius Constituendum

Melihat pada kenyataannya terhadap
apa yang telah ditimbulkan oleh tindak pi-
dana korupsi itu maka diperlukannya suatu
upaya-upaya yang luar biasa dalam hal pe-
nanggulangan serta pemberantasan terha-
dap tindak pidana korupsi. Salah satu upaya
yang dapat menghindarkan keterpurukan
Indonesia akibat korupsi tersebut adalah de-
ngan melakukan upaya pengembalian aset
hasil tindak pidana korupsi. Maka dari itu
pemerintahan Indonesia telah melakukan
beberapa upaya untuk melakukan pemuli-
han agar terbebas dari keterpurukan akan
beberapa masalah yang terjadi akibat dari
korupsi. Beberapa upaya tersebut adalah pe-
merintah Indonesia telah meratifikasi United
Nations Convention Against Corruption (UN-
CAC) (Webb, 2005; Everett et al., 2007;
Prakasa et al., 2020; Christensen, 2021; dan
Zhu, 2021) dalam Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi
Perserikatan Bangsa-bangsa Anti Korupsi
pada tanggal 18 April 2006, serta Indonesia
telah mengatur pula “mutual legal assistance”
dimana salah satu prinsip dasarnya adalah
asas resiprokal (timbal-balik) (Atmasasmita,
2007:1).

Pada UNCAC 2003, perampasan aset
pelaku tindak pidana korupsi dapat dila-
kukan melalui jalur pidana dan jalur per-
data. Proses perampasan aset kekayaan pe-
laku melalui jalur pidana melalui 4 (empat)
tahapan, yaitu: pertama, pelacakan aset de-
ngan tujuan untuk mengidentifikasi, bukti
kepemilikan, dan lokasi penyimpanan harta
yang berhubungan delik yang dilakukan.
Kedua, pembekuan atau perampasan aset
sesuai Bab I Pasal 2 huruf (f) UNCAC 2003
dimana dilarang sementara menstransfer,
mengkonversi, mendisposisi atau memi-
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dahkan kekayaan atau untuk sementara me-
nanggung beban dan tanggung jawab untuk
mengurus dan memelihara serta mengawasi
kekayaan berdasarkan penetapan pengadi-
lan atau penetapan dari otoritas lain yang
berkompeten. Ketiga, penyitaan aset sesuai
Bab I Pasal 2 huruf (g) UNCAC 2003 diar-
tikan sebagai pencabutan kekayaan untuk
selamanya berdasarkan penetapan pengadi-
lan atau otoritas lain yang berkompeten. Ke-
empat, pengembalian dan penyerahan aset
kepada negara korban. Selanjutnya, pada
UNCAC 2003 maka perampasan harta pela-
ku tindak pidana korupsi dapat melalui pe-
ngembalian secara langsung melalui proses
pengadilan yang dilandaskan kepada sistem
“negatiation plea” atau “plea bargaining sys-
tem”, dan melalui pengembalian secara tidak
langsung yaitu melalui proses penyitaan
berdasarkan keputusan pengadilan (Pasal 53
s/d Pasal 57 UNCAC 2003) (Webb, 2005).
Adanya instrumen internasional ini sa-
ngat penting, karena merupakan bentuk ker-
jasama intrnasional dalam upaya pencega-
han kejahatan agar pelaku tidak melarikan
asetnya ke luar negaranya. Ratifikasi atas in-
strumen internasional tersebut sangat pent-
ing karena saat ini keprihatinan mengenai
kejahatan di Indonesia maupun pada nega-
ra-negara didunia terhadap semakin me-
ningkatnya dan semakin berkembangnya
kejahatan korupsi tersebut baik secara ku-
antitas maupun kualitasnya. Perkembangan
kejahatan (khususnya korupsi) saat ini bah-
kan telah bersifat transnasional, melewati
batas-batas negara dan menunjukan adanya
kerjasama kejahatan yang bersifat regional
maupun internasional. Hal ini merupakan
dampak dari canggihnya sarana teknologi
informasi dan komunikasi saat ini.
Berdasarkan titik tolak UNCAC seba-
gai sebuah intrumen internasional dalam u-
paya pemberantasan dan meminimalisir ke-
jahatan dalam hali ini tindak pidana korupsi
yang saat ini semakin bersifat multidimensi
dan bersifat kompleks. Pada titik mula UN-
CAC memberikan dasar acuan pada Pasal 54
(1) (c) UNCAC, yang mewajibkan semua

Negara, dalam hal ini penegak hukum un-
tuk mempertimbangkan upaya perampasan
aset hasil tindak kejahatan tanpa melalui
pemidanaan terlebih dahulu. Dalam hal ini
UNCAC tidak terfokus pada satu tradisi
hukum yang telah berlaku ataupun memberi
usulan bahwa perbedaan mendasar dapat
menghambat pelaksanaannya. UNCAC juga
mengusulkan perampasan aset non-pidana
sebagai media dalam semua tahap yurisdiksi
untuk mempertimbangkan dalam upaya
melakukan pemberantasan tindak pidana
korupsi, sebagai sebuah alat yang melam-
paui perbedaan-perbedaan antar system hu-
kum antar negara. Tentunya berdasarkan
keberlakuan dalam ratifikasi yang dilakukan
oleh negara-negara yang mengikuti dalam
konvensi UNCAC tersebut, PBB selaku pi-
hak penyelenggara dengan ini melanjutkan
disposisional dalam bentuk pembuatan pe-
doman-pedoman (guidelines), standar-stan-
dar maupun model treaties, yang mencakup
substansi yang lebih spesifik dalam upaya
melakukan pemberantasan tindak pidana
korupsi dan upaya pemulihan kerugian keu-
angan negara yang diakibatkan oleh tindak
pidana korupsi.

Diantaran pedoman-pedoman (guide-
lines) yang ada terkait dari UNCAC yang di-
buat oleh PBB, salah satunya adalah “Stolen
Asset Recovery (StAR) initiative”. Secara sing-
kat mengenai StAR initiative adalah me-
rupakan Program yang digagas oleh Bank
Dunia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang
hanya menyediakan bantuan teknis dan da-
na untuk pelacakan serta pengembalian aset.
Lebih lanjut secara substansi materiil PBB
dan Bank Dunia menerbitkan sebuah litera-
tur yang ditujukan sebagai buku panduan
atau pedoman (guidelines) yang disusun se-
cara ilmiah dan berdasarkan penelitian-pe-
nelitian yang dilakukan secara kolaborasi
dari beberapa kolega yang terkait dan mem-
iliki kemampuan dalam masalah mekanisme
pengembalian aset hasil kejahatan. Pedoman
ini diberi judul utama “Stolen Asset Recovery:
A Good Practices Guide for Non-Conviction
Based Asset Forfeiture” yang disusun oleh
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Theodore S. Greenberg, Linda M. Samuel,
Wingate Grant, dan Larissa Gray.

Dalam penyusunan pedoman ini dil-
akukan berdasarkan pada keahlian dan ber-
pengalaman dari tim ahli yang telah me-la-
kukan langkah yang profesional terhadap
perampasan aset pidana dan perampasan in
rem atau keduanya setiap harinya. Secara
metodelogi literatur pedoman ini membe-
rikan pendekatan dalam bentuk 36 (tiga pu-
luh enam) konsep utama (Key Concept), yang
merupakan rekomendasi dari tim ahli yang
telah melakukan penelaahan dan penelitian
pada bidangnya masing-masing tersebut.
Kunci-kunci konsep (Keys Concept) ini lah
yang akan menjadi dasar acuan dan petun-
juk bagi negara-negara yang telah melaku-
kan rativikasi terhadap hasil konvensi UN-
CAC dalam melakukan upaya pemberanta-
san tindak pidana korupsi dan pengemba-
lian aset hasil tindak pidana korupsi.

Ke-36 (tiga puluh enam) konsep terse-
but disusun dalam 8 (delapan) section tittle
sebagai penggolongan ruang lingkup peng-
gunaan konsepnya, yaitu; Prime Imperatives
(Acuan Utama) terdiri dari 4 (empat) kunci
konsep; Defining Assets and Offenses Subject to
NCB Asset Forfeiture (Mendefinisikan Aktiva
dan Pelanggaran Berdasarkan Perampasan
Aset tanpa putusan Pidana) terdiri dari 5
(lima) kunci konsep; Measures for Investiga-
tion and Preservation of Assets Langkah-lang-
kah untuk Penyelidikan dan Pengelolaan A-
set) terdiri dari 3 (tiga) kunci konsep; Proce-
dural and Evidentiary Concepts (Konsep Pro-
sedural dan Pembuktian) terdiri dari 5 (lima)
kunci konsep; Parties to Proceedings and No-
tice Requirements (Para Pihak yang Dapat Tu-
rut-serta Dalam Proses dan Pengajuan Per-
syaratan) terdiri dari 5 (lima) kunci konsep;
Judgment Proceedings (Prosedur Putusan) ter-
diri dari 4 (empat) kunci konsep; Organiza-
tional Considerations and Asset Management
(Beberapa Pertimbangan terkait Organisasi
dan Pengelolaan Aset) terdiri dari 4 (empat)
kunci konsep; International Cooperation and

Asset Recovery (Kerjasama internasional dan
Pemulihan Aset) terdiri dari 6 (enam) kunci
konsep.

Berdasarkan tinjauan historis dan per-
kembangannya, konsep dari perampasan se-
cara in rem lahir dan berkembang pada sis-
tem hukum anglo saxon yang terdapat suatu
gagasan yang menyatakan “if a “thing” of-
fends the law, it may be forfeited to the state”
(jika benda itu adalah hasil kejahatan, maka
dapat dikuasai oleh negara) (Greenberg et
al., 2009: 18). Bertitik tolak dari pemahaman
tersebut konsep hukum in rem, memiliki pe-
ngertian “suatu penindakan terhadap ben-
da”. Dalam hal pemahaman tersebut maka
yang dijadikan tujuan penindakan adalah
bendanya bukan pelaku pengguna benda
atau pemilik benda tersebut. Perampasan in
rem, juga disebut sebagai perampasan sipil
(Civil forfeiture), perampasan tanpa pemida-
naan (Non based conviction forfeiture), atau
perampasan obyektif (Objective forfeiture) di
beberapa sistem hukum, adalah sebuah tin-
dakan yang ditujukan terhadap aset itu sen-
diri dan bukan terhadap individu (persona).
Secara historis dalam pandangan internasi-
onal, perampasan in rem telah digunakan di
Negara Amerika Serikat sejak tahun 1776
sebagai kekuatan hukum untuk melakukan
tindakan perampasan terhadap kejahatan
penjualan narkotika (Greenberg et al., 2009).

Menurut guideline StAR tersebut, tin-
dakan perampasan aset adalah di mana pe-
merintah mengambil harta secara permanen
dari pemiliknya, tanpa membayar kompen-
sasi yang adil, sebagai sanksi/hukuman un-
tuk pelanggaran yang dilakukan oleh prop-
erti atau pemilik. Meskipun telah ada dan
mengalami perkembangan dalam sistem
maupun metodenya dalam beberapa tahun
terakhir, perampasan aset telah ada sejak
zaman dulu (Greenberg et al., 2009).

Mekanisme perampasan aset seperti
yang tercantum dalam KUHAP pada saat
ini, menitik beratkan pada pengungkapan
tindak pidana, yang di dalamnya terdapat
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unsur menemukan pelaku dan menempat-
kan pelaku dalam penjara dan hanya me-
nempatkan perampasan aset sebagai pidana
tambahan ternyata belum cukup efektif un-
tuk menekan angka kejahatan. Dengan tidak
menjadikan perampasan aset sebagai fokus
dari penegakan hukum atas tindak pidana
yang memiliki unsur ekonomi maka terjadi
pembiaran terhadap pelaku tindak pidana
untuk menguasai dan menikmati hasil tin-
dak pidana bahkan melakukan pengulangan
atas tindak pidana yang pernah dilakukann-
ya bahkan dengan modus operandi yang
lebih canggih.

Adanya mekanisme subsider (peng-
gantian) atas kewajiban pembayaran aset ha-
sil tindak pidana juga menyebabkan upaya
perampasan aset hasil tindak pidana men-
jadi kurang efektif. Sebab sebagian besar ter-
pidana akan lebih memilih untuk menya-
takan ketidaksanggupannya mengembali-
kan aset yang dihasilkan dari tindak pidana
yang telah dilakukannya sehingga ketidak-
sanggupannya tersebut akan diganjar de-
ngan kurungan badan sebagai pengganti. A-
danya mekanisme subsider yang lamanya
tidak melebihi ancaman hukuman pidana
pokoknya sebagai ganti dari jumlah aset
yang harus dibayarkannya pada negara ten-
tunya menjadi alternatif yang sangat men-
janjikan bagi para terpidana, dibandingkan
harus mengembalikan aset yang dihasilkan-
nya dari tindak pidana.

Selain pengaturan yang terdapat da-
lam KUHP dan KUHAP, dalam sistem hu-
kum di Indonesia saat ini telah terdapat ke-
tentuan mengenai perampasan aset dalam
Undang-Undang Tipikor. Perampasan aset
hasil tindak pidana korupsi merupakan la-
ngkah antisipatif dalam menyelamatkan dan
atau mencegah harta kekayaan yang diduga
berasal dari tipikor agar tidak berpindah
tempat maupun berpindah tangan. Secara
umum, Undang-Undang Tipikor menggu-
nakan 2 mekanisme dalam melakukan per-
ampasan aset, yaitu mekanisme pidana dan
mekanisme perdata.

Tersedianya mekanisme perdata Un-
dang-Undang Tipikor didasarkan pada pe-
nyelesaian perkara korupsi secara pidana
tidak selalu berhasil mengembalikan keru-
gian negara. Hal tersebut karena terdapat
keterbatasan khusus dalam hukum pidana
yaitu aset bukan merupakan objek tersendiri
dalam hukum pidana. Tersedianya mekanis-
me perdata dalam perampasan aset hasil ti-
pikor bermaksud untuk memaksimalkan pe-
ngembalian kerugian negara dalam rangka
memenubhi rasa keadilan masyarakat.

Upaya pengembalian kerugian negara
yang dikorupsi melalui perampasan aset
secara perdata diarahkan pada dua sumber,
yaitu hasil korupsi yang telah menjadi bagi-
an dari kekayaan terdakwa atau terpidana,
dan penggantian kerugian dari kekayaan
terpidana, terdakwa, tersangka walaupun
hasil korupsi tidak dimilikinya. Dalam hal
ini korupsi yang dilakukan tidak mengun-
tungkan terdakwa, pihak yang diuntungkan
dengan terjadinya korupsi yang dimaksud
menguntungkan orang lain atau suatu kor-
porasi (Iskandar, 2008).

Gugatan perdata dalam rangka peram-
pasan aset hasil tipikor, memiliki karakter
yang spesifik, yaitu hanya dapat dilakukan
ketika upaya pidana tidak lagi memungkin-
kan untuk digunakan dalam upaya pengem-
balian kerugian negara. Keadaan dimana pi-
dana tidak dapat digunakan lagi antara lain
tidak ditemukan cukup bukti; meninggal
dunianya tersangka, terdakwa, terpidana;
terdakwa diputus bebas; adanya dugaan
bahwa terdapat hasil korupsi yang belum di-
rampas untuk negara walaupun putusan
pengadilan telah berkekuatan hukum tetap.
Dengan adanya pengaturan gugatan perdata
untuk perampasan aset dalam Undang-Un-
dang Tipikor dalam Pasal 32, 33, 34, 38C,
Undang-Undang Tipikor dapat disimpulkan
bahwa tanpa adanya pengaturan tersebut
maka perampasan aset hasil tipikor dengan
menggunakan mekanisme perdata tidak da-
pat dilakukan. Perampasan aset dilakukan
dengan menggunakan mekanisme pidana
dalam Undang-Undang Tipikor dan KUHP
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serta KUHAP pada dasarnya tidak memiliki
perbedaan secara mendasar, karena sama-
sama menunggu putusan pengadilan yang
berkekuatan hukum mengikat, membutuh-
kan waktu yang lama dan tidak maksimal
dalam upaya pengembalian kerugian negara
yang dikorupsi.

Tersedianya mekanisme perdata da-
lam perampasan aset hasil tipikor, dapat
menjawab kekurangan yang dimiliki oleh
mekanisme pidana antara lain tetap dapat
melakukan gugatan walaupun tersangka,
terdakwa, ataupun terpidana meninggal du-
nia sehingga dapat meningkatkan upaya pe-
ngembalian kerugian negara yang dikorupsi.
Namun di sisi lain tersedianya mekanisme
perdata dalam upaya perampasan aset hasil
tipikor seperti yang terdapat dalam Undang-
Undang Tipikor juga belum maksimal kare-
na proses perdata menganut sistem pembuk-
tian formil yang dalam prakteknya bisa lebih
sulit daripada pembuktikan materiil serta
proses dalam peradilan perdata yang me-
makan waktu lama daripada pidana. De-
ngan demikian penerapan perampasan aset
berdasarkan UU Tipikor belum berhasil se-
cara maksimal sehingga diperlukan suatu
alternatif kebijakan hukum dalam upaya pe-
ngembalian kerugian keuangan Negara, an-
tara lain pengadopsian ketentuan perampa-
san aset tanpa tuntutan pidana sesuai de-
ngan Konvensi PBB Anti Korupsi Tahun
2003 dengan melakukan beberapa penyesu-
aian dengan situasi dan kondisi yang ada
saat ini dalam sistem hukum di Indonesia.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya
diatas, terlihat bahwa Indonesia telah mem-
iliki aturan tersendiri mengenai perampasan
aset yang secara umum terdapat dalam
KUHP dan perampasan aset secara khusus
dalam UU Tipikor dan PERJA bagi pelaku
tindak pidana korupsi. Namun, ketentuan
hukum yang ada belum cukup efektif, se-
hingga aset hasil tindak pidana yang ber-
hasil dirampas belum maksimal.

Selain mekanisme pidana, disediakan
juga mekanisme perdata dalam Undang-
Undang Tipikor, sayangnya karena terdapat
dalam Undang-Undang Tipikor, objek pe-
ngaturan dalam perampasan aset menggu-
nakan mekanisme perdata hanya terbatas
pada tindak pidana korupsi saja. Pada tin-
dak pidana lain yang terdapat unsur eko-
nomi di dalamnya belum dapat dilakukan
perampasan aset dengan menggunakan me-
kanisme perdata karena belum ada pera-
turan tertulis yang mengaturnya, kecuali
menempuh jalur perdata sendiri setelah per-
kara pidana Incracht. Menurut penulis, hal
ini menunjukkan bahwa perlu dilakukan
perubahan atas kebijakan hukum perampa-
san aset di Indonesia, sehingga hal-hal yang
disebutkan diatas tidak lagi menjadi ham-
batan dalam upaya perampasan aset di In-
donesia. metode perampasan aset yang ber-
laku dalam sistem hukum di Indonesia perlu
mengalami perubahan. Perubahan tersebut
dapat dilakukan dengan melakukan peru-
bahan sistem perampasan aset sehingga da-
pat dicapai hasil yang maksimal atas upaya
perampasan aset hasil tindak pidana di In-
donesia. Perubahan metode tersebut sangat
penting mengingat dengan adanya metode
perampasan aset yang efektif, maka diha-
rapkan angka terjadinya tindak pidana da-
pat ditekan dan kerugian yang ditimbulkan
oleh sebuah tindak pidana dapat dikembali-
kan pada pihak yang berhak.

Dari beberapa konsep diatas yang di-
berikan oleh guideline StAR sebagai kunci
acuan dalam tindakan perampasan aset, di-
katakan bahwa dilakukannya tuntutan pi-
dana yang mendukung perampasan aset in
rem akan menjadikan hukum pidana efek-
tivitas dan kepercayaan orang-orang terha-
dap penegakan hukumnya. Oleh karena itu,
perampasan aset in rem dapat menjadi alat
yang efektif untuk memulihkan aset yang
terkait dengan kejahatan atau tindak pidana
lainnya, itu tidak boleh digunakan sebagai
alternatif tuntutan pidana bila yurisdiksi
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memiliki kemampuan untuk menuntut para
pelanggar tersebut. Dengan kata lain, penja-
hat seharusnya tidak diberi kesempatan un-
tuk menghindari tuntutan pidana dengan
cara menunjuk kepada hal konsep perampa-
san aset in rem sebagai mekanisme untuk
meminta ganti rugi atas kejahatan yang telah
dilakukan. Dalam hal mekanisme pencega-
han dan penanggulangan tindak pidana, se-
cara umum, merupakan pilihan terbaik ada-
lah dengan dilakukan secara penuntutan pi-
dana, sanksi pidana (putusan pidana), dan
tindakan perampasan. Dengan demikian,
penuntutan pidana harus dilakukan bila
memungkinkan untuk menghindari risiko
bahwa jaksa, pengadilan, dan masyarakat a-
kan memandang pengambil-alihan aset se-
bagai sanksi yang cukup ketika hukum pi-
dana telah dilanggar.

Namun, perampasan aset in rem harus
melengkapi penuntutan pidana dan putusan
pidana. Mungkin mendahului dakwaan tin-
dak pidana atau sanksi pidana secara ber-
samaan. Selain itu, perampasan aset in rem
harus dipertahankan dalam semua kasus
sehingga dapat digunakan jika tuntutan pi-
dana menjadi tidak menjangkau atau tidak
berhasil, prinsip ini harus tegas dinyatakan
dalam undang-undang. Itu masih akan di-
perlukan untuk membuktikan bahwa aset
yang tercemar (yaitu, bahwa aset tersebut
adalah salah satu hasil kejahatan atau alat-
alat yang digunakan untuk melakukan keja-
hatan). bahwa aset yang tercemar (yaitu,
bahwa mereka adalah salah satu hasil keja-
hatan atau alat-alat yang digunakan untuk
melakukan kejahatan).

Perampasan aset in rem dipicu oleh pe-
rilaku kriminal, kemungkinan ada kasus di
mana investigasi dan penuntutan tindak
pidana bertentangan atau dilanjutkan secara
paralel dengan cara perampasan aset in rem.
Sebagian besar situasi ini dapat diantisipasi
dan undang-undang harus memberikan so-
lusi setelah yurisdiksi menentukan titik di
mana proses in rem akan diijinkan untuk me-
lanjutkan. Yurisdiksi diperlukan untuk me-
mutuskan apakah proses in rem akan di i-

jinkan hanya bila proses penuntutan peram-
pasan pidana tidak mungkin dilakukan, atau
apakah perampasan aset in rem dan tuntutan
pidana dapat dilanjutkan secara bersamaan
(simultan).

Pendekatan simultan adalah metode
yang disukai. Namun, keduanya tidak perlu
dilanjutkan pada waktu yang sama. Sebagai
contoh, perampasan aset in rem baik Un-
dang-Undang yang memungkinkan peme-
rintah atau pemilik asset biasanya terdakwa
dalam masalah pidana untuk mencari cara
atau penundaan dari aset in rem sampai
penyelidikan atau kasus pidananya disele-
saikan. Atau mungkin undang-undang me-
mungkinkan untuk melanjutkan kasus per-
ampasan di samping perkara pidana tetapi
yang terpaksa memberikan informasi dari
pemilik aset tidak dapat digunakan untuk
melawan dia atau terhadap tuntutan pida-
nanya. Ada beberapa risiko bahwa seorang
terdakwa pemilik aset dapat menghalangi
dari perampasan aset in rem dan mealkukan
perlawanan tindakan perampasan tersebut
karena takut memberatkan dirinya, atau a-
kan menggunakan penemuan baru (novum)
di kasus tersebut untuk memperoleh infor-
masi yang kemudian akan digunakan untuk
penuntutan dalam perkara pidana.

4. Simpulan dan Saran

Simpulan

Kebijakan formulatif pengaturan me-
ngenai perampasan aset dalam hukum posi-
tif di Indonesia masih diatur secara umum
dan luas di dalam KUHP, Undang-Undang
No. 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang No.
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tin-
dak Pidana Korupsi dan Undang-Undang
No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian
Uang. Selain itu juga diatur dalam beberapa
Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia
(PERJA) yang masih belum lengkap dalam
mengcover aturan perampasan aset hasil
tindak pidana korupsi, diantaranya adalah
PERJA Nomor: 013/A/JA/06/2014 tentang
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Pemulihan Aset, PERJA Nomor: PER-027/
A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulih-
an Aset dan PERJA Nomor: 7 Tahun 2020
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Jaksa Agung Nomor: Per-027/A/JA/10/
2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset.
Selain mekanisme pidana, dalam upaya un-
tuk perampasan aset untuk mengembalikan
kerugian keuangan negara, disediakan pula
mekanisme perdata dalam Undang-Undang
Tipikor, namun sayangnya karena terdapat
dalam Undang-Undang Tipikor, objek pe-
ngaturan dalam perampasan aset menggu-
nakan mekanisme perdata hanya terbatas
pada tindak pidana korupsinya saja. Keten-
tuan hukum mengenai perampasan aset ha-
sil tindak pidana korupsi yang ada saat ini
dirasakan belum cukup memadai dan ma-
sih memiliki banyak kekurangan, dianta-
ranya yaitu ketidakjelasan proses dari tiap-
tiap tahap penegakkan hukum, memerluk-
an jangka waktu penyelesaian yang lama
apabila saat eksekusi dalam pelaksanaann-
ya membutuhkan putusan yang berkekuat-
an hukum tetap terlebih dahulu, mekanisme
penyitaan yang sangat kaku, paradigma
penyelesaian perkara yang hanya menitik
beratkan pada pelaku tindak pidana ko-
rupsi saja dan tersedianya metode subsidair
dalam menjalani putusan hakim di Pengadi-
lan.

Aturan yang ada saat ini juga tidak
cukup efektif dalam upaya melakukan per-
ampasan aset hasil tindak pidana korupsi,
sehingga usaha perampasan aset hasil tin-
dak pidana korupsi dirasa belum maksimal.
Dengan demikian, metode perampasan as-
set hasil tindak pidana korupsi yang berla-
ku dalam sistem hukum di Indonesia saat
ini perlu mengalami perubahan atau pe-
nyempurnaan. Perubahan tersebut dapat di-
lakukan dengan melakukan perubahan a-
turan mengenai perampasan aset sehingga
dapat dicapai hasil yang maksimal atas u-
paya perampasan aset hasil tindak pidana
korupsi di Indonesia. Perubahan aturan ter-

sebut sangat penting mengingat dengan a-
danya metode perampasan aset yang efek-
tif, maka diharapkan kasus tindak pidana
korupsi dapat ditekan serendah mungkin
dan kerugian keuangan negara yang ditim-
bulkan oleh pelaku tindak pidana dapat di-
kembalikan kepada pihak yang berhak,
khususnya untuk pemulihan kerugian keu-
angan Negara. 2) Perampasan aset dengan
menggunakan mekanisme pidana dalam
aturan yang telah ada saat ini agar dila-
kukan perubahan atau disempurnakan, an-
tara lain perlunya pengadopsian ketentuan
perampasan aset tanpa tuntutan pidana se-
bagaimana yang terdapat dalam Konvensi
PBB Anti Korupsi Tahun 2003 dengan me-
lakukan beberapa penyesuaian dengan si-
tuasi dan kondisi yang ada saat ini dalam
sistem hukum di Indonesia. Kebijakan for-
mulatif pengaturan perampasan aset yang
berasal dari tindak pidana korupsi dalam
ius constituendum atau hukum yang akan
datang dapat mengacu pada 39 kunci kon-
sepsi yang ada pada guidline StAR sehingga
dapat menciptakan suatu aturan yang baik
dan sempurna dalam mekanisme perampa-
san aset hasil tindak pidana korupsi dalam
upaya pengembalian kerugian keuangan
negara dapat terlaksana dengan baik.

Saran

Kepada Penegak Hukum (khususnya
Kejaksaan 1) perlu dilakukan perubahan da-
lam Peraturan Jaksa Agung yang telah ada,
dimana dalam peraturan sebelumnya belum
secara detail dan khusus mengatur menge-
nai perampasan aset hasil tindak pidana ko-
rupsi, baik yang dilakukan oleh penyidik a-
tau penuntut umum saat prapenuntutan,
penuntutan maupun pasca pe-nuntutan a-
tau saat akan dilakukan eksekusi. Penekan-
an pada pengembalian aset hasil tindak pi-
dana korupsi itu sendiri yang merupakan
bentuk upaya memulihkan kerugian keu-
angan negara sudah seharusnya dimak-si-
malkan. Pengembalian aset hasil tindak pi-
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dana korupsi dapat melalui beberapa cara
yaitu perampasan aset hasil tipikor, beban
pembuktian terbalik, melalui gugatan per-
data, dan optimalisasi pembayaran uang
pengganti serta upaya penjeratan melalui
ketentuan tindak pidana pencucian uang.
Selain itu yang tak kalah penting juga me-
ngatasi persoalan kemandek’an (ketidakjal-
anan) eksekusi pembayaran uang penggan-
ti dengan melakukan pembaruan kebijakan
dan penguatan komitmen penegak hukum
untuk mengoptimalkan pengemba-lian aki-
bat kerugian negara dari hasil tindak pidana
korupsi. 2) Kepada badan legislatif DPR RI:
Melakukan revisi terhadap KUHP dan KU-
HAP serta UU Tipikor, tanpa merevisi ke-
tentuan tersebut, khususnya mengenai per-
ampasan asset, akan tetap menjadi bentuk
perampasan aset secara in personam. Untuk
merampas aset hasil tindak pidana atau in-
strumen tindak pidana dibutuhkan pem-
buktian terhadap tindak pidana yang dil-
akukan oleh terdakwa sebelum dilakukan
perampasan aset dan juga merupakan bagi-
an dari pemidanaan karena merupakan sua-
tu pidana tambahan yang tidak dapat di-
berikan tanpa dijatuhkannya pidana pokok
terlebih dahulu serta membuat Undang-
Undang Perampasan Aset yang secara khu-
sus dan detail mengatur tentang Peram-
pasan aset yang diperoleh dari hasil Tindak
Pidana Korupsi.
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